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Abstract 

 

One of the legal issues regarding the elimination of land rights burdened with 

mortgage rights is due to overlapping ownership certificates, in which case 

there are duplicate certificates in the same object, the cancellation of 

ownership certificates that have been decided by the PTUN, resulting in the 

cancellation of mortgage rights. One example is based on PTUN Decision 

Number 31 K/TUN/2020. The nature of the research is descriptive, the type 

of normative legal research. The data source used is secondary data. 

Collection of literature study data (library research data collection tool 

document study. Data analysis using qualitative methods. The bank which is 

the creditor holding the collateral rights must lose its rights to the object of 

the collateral rights, which the bank is no longer entitled to execute the object 

of the collateral rights, so that the bank in this case does not get how legal 

certainty regarding the cancellation of the collateral rights, which in this case 

the bank is the party that is harmed if the debtor defaults on the payment of 

his debt, which should be the bank Preferred creditor eventually becomes a 

creditor whose position is no longer prioritized. Based on the problem of the 

case of protection for creditors against the cancellation of certificates that 

have been charged with collateral rights, the author uses the theory of legal 

protection as an analytical tool in analyzing how the protection should be 

enforced and which will be made to protect the bank as a creditor which in 

this case is the injured party. Protection for Mortgage Holders must not be 

negated, so it is necessary to find a solution to this problem so that the 

interests of the Mortgage Holder or Creditor are maintained even though the 

Land Rights have been canceled by a court that has permanent legal force. 

 

Keywords: Law, Creditors, Permanent Law 

 

Abstrak 

 

Salah satunya persoalan hukum tentang hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan adalah akibat 

terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik, yang mana dalam hal ini adanya sertipikat ganda diobjek 

yang sama, adanya pembatalan sertipikat hak milik yang sudah diputus oleh PTUN, mengakibatkan batalnya 

hak tanggungan. Salah satu contoh berdasarkan Putusan PTUN Nomor 31 K/TUN/2020. Sifat penelitian 

deskriptif, jenis penelitian hukum normative. Sumber data yang digunakan data sekunder. Pengumpulan data 

studi kepustakaan (library research alat pengumpulan data studi dokumen. Analisis data menggunakan 

metode kualitatif.  Bank yang merupakan kreditur pemegang hak jaminan harus kehilangan haknya terhadap 

objek hak tanggungan, yang mana bank tidak berhak lagi mengeksekusi objek hak tanggungan, sehingga 
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bank dalam kasus ini tidak mendapatkan bagaimana kepastian hukum terhadap pembatalan hak tanggungan 

tersebut, yang mana dalam hal ini bank adalah pihak yang dirugikan apabila debitor cidera janji terhadap 

pelunasan hutangnya, yang seharusnya bank adalah kreditur Preferent pada akhirnya menjadi kreditur yang 

tidak diutamakan lagi kedudukannya. Berdasarkan permasalan kasus perlindungan terhadap kreditur 

terhadap pembatalan sertifikat yang telah dibebankan hak tanggungan maka penulis memakai teori 

perlindungan hukum sebagai pisau analisis dalam menganalisa bagaimana seharusnya perlindungan yang 

diberlakukan dan yang akan dibuat guna melindungi bank selaku kreditur yang dalam kasus ini adalah pihak 

yang dirugikan. Perlindungan terhadap Pemegang Hak Tanggungan tidak boleh dinegasikan, sehingga perlu 

dicari solusi atas permasalahan ini agar kepentingan Pemegang Hak Tanggungan atau Kreditur tetap terjaga 

walaupun Hak Atas Tanah telah dibatalkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 

Kata Kunci : Hukum, Kreditur, Hukum Tetap 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu bukti nyata kasus dari pembatalan sertipikat hak milik yang sudah dibebankan 

hak tanggungan namun terjadi tumpang tindih yaitu pada putusan  Mahkamah Agung Nomor 31 

K/TUN/2020. 

Perkara ini berawal dari PENGGUGAT membeli sebidang tanah di Kelurahan Cipayung 

dari Supardi bin Sandinama, berdasarkan Akta Jual-Beli tertanggal 19 April 1983, Nomor: 

Ctc.031./04/1983. Notaris Chusu Nuduri Atmadiredja, S.H., PPAT Wilayah Kecamatan Tangerang, 

Ciputat dan Ciledug. Kemudian, Penggugat mendaftarkan peralihan Hak atas sebidang tanah 

tersebut di Kantor Agraria Kabupaten Tangerang dan pada 20 Mei 1983, terbit Sertipikat Hak Milik 

Nomor : 344/ Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Gambar Situasi Nomor 

: 727 tanggal 7 September 1971, Luas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi), atas nama Afifi Ahmad 

milik (Penggugat), ternyata tanah pekarangan yang telah dibeli oleh PENGGUGAT telah terbit 

Sertipikat baru atas nama orang lain. Dengan demikian, telah terjadi Over Lapping /tumpang tindih 

Sertipikat diatas satu bidang tanah pekarangan, Sertipikat pertama, Sertipikat Hak Milik Nomor : 

344/ Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Gambar Situasi Nomor 727 

tanggal 7 September 1971, Luas 500 Meter2 (Lima Ratus Meter Persegi), diterbitkan tanggal 20 

Mei 1983, atas nama Afifi Ahmad/PENGGUGAT dan Sertipikat kedua, Sertipikat Hak Milik 

Nomor : 3082/Desa Cipayung, Surat Ukur Nomor: 00185/Cipayung/2014 tanggal 05 Agustus 2014, 

Luas 500 Meter2 (Lima Ratus Meter Persegi), diterbitkan tanggal 05 Agustus 2014, dengan pemilik 

asal atas nama Muhamad Elief, terletak di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota 

Tangerang Selatan 

Selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3082/Desa Cipayung  telah dimatikan karena 

telah dipecah habis menjadi 3 (tiga) bagian yaitu (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 51/2016 

tanggal 25 Mei 2016 terjadi peralihan hak menjadi pemegang hak atas nama Qalam Teddy Filianda. 

Pengadilan Tata Usaha Serang dalam putusan Nomor 33/G/2018/PTUN-SRG menjatuhkan putusan 

untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal sertipikat-sertipikat 

keputusan objek sengketa, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar 

buku tanah surat-surat keputusan objek sengketa dan menghukum tergugat secara tanggung renteng 

untuk membayar biaya dalam perkara  ini sejumlah Rp. 6.387.000,- (enam juta tiga ratus delapan 

puluh tujuh ribu rupiah). 
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Putusan NOMOR 205/B/2019/PT.TUN.JKT dalam putusannya Menguatkan putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 33/G/2018/PTUN-SRG, tanggal 30 April 2019 yang 

dimohonkan banding. 

Putusan Mahkamah Nomor 31 K/TUN/2020 menyatakan Menolak permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi: I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Ii. Pt. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk., Dan Iii. Qalam Tedy Filianda dan menghukum permohonan kasasi I, II 

dan III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). 

Rumusan Masalah  

1. Mengapa sertipikat hak milik yang telah dibebankan hak tanggungan dapat dibatalkan oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara?   

2. Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31 K/TUN/2020 terkait 

dengan pembatalan sertipikat hak milik yang sudah dibebankan hak tanggungan?  

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan atas 

sertipikat hak milik yang telah dibatalkan oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap 

(Studi Putusan Nomor 31 K/TUN/2020)? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum 

normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). Tenik pengumpulan data dalam penelitian library research 

berupa studi dokumenter. Terkait penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode 

deduktif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Sertipikat Hak Milik Yang Telah Dibebankan Hak Tanggungan Dapat Dibatalkan 

Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

Hak Tanggungan memiliki sifat-sifat istimewa hak kebendaan yang telah disebutkan 

sebelumnya, bilamana hak atas tanah itu hapus, maka berakhirlah Hak Tanggungan yang akan 

diikuti berubahnya status kreditor preferen menjadi kreditor konkuren. Hal ini membawa 

kreditor pada posisi yang rawan akan perlindungan yang komprehensif. Keadaan yang dapat 

membawa kreditor dalam keadaan yang cukup rawan ini ternyata difasilitas oleh pembentuk 

Undang-Undang juga, awal mula fasilitas perlindungan kreditor atas hilangnya hak atas tanah 

ini terlihat dalam Penjelasan Pasal 18 UU alinea (3) UUHT yang menegaskan bahwa: Hak atas 

tanah dapat hapus antara lain karena hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 27, Pasal 34, dan 

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

atau Hak Pakai yang dijadikan obyek Hak Tanggungan berakhir jangka waktu berlakunya dan 

diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu 

tersebut, Hak Tanggungan dimaksud tetap melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan. 
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Ketentuan diatas memberikan jalan bagi kreditor untuk dapat melakukan upaya hukum 

penangkal resiko agar hak atas tanah tersebut tidak hilang sehingga tetap melekat sebagai obyek 

Hak Tanggungan yang bersangkutan. Untuk itu kreditor perlu melakukan upaya hukum sebagai 

perwujudan nyata dari kesempatan yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 18 UUHT tersebut 

guna melindungi posisinya dan hak nya dalam hal pelunasan hutang.  

Dalam hapusnya hak atas atas yang di jadikan jaminan utang dengan dibebani Hak 

Tanggungan, hanya akan menyebabkan hapusnya Hak Tanggungan tetapi tidak mengakibatkan 

hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan (jika utangnya masih ada). Dimana 

utang tersebut tetap ada namun utang tersebut tidak lagi di jamin dengan jaminan khusus yaitu 

Hak Tanggungan, sehingga kedudukan dari kreditor bukan lagi sebagai kreditor pemegang Hak 

Tanggungan yang memiliki keistimewaan sebagai kreditor preference melainkan 

kedudukannya berubah menjadi kreditor konkuren. Kondisi ini mengakibatkan kedudukan 

kreditor menjadi lemah karena utangnya belum di lunasi. terhapusnya hak atas tanah dimana 

dibebani HT tidak serta merta mengakibatkan hilangnya hutang yang dijamin pelunasannya 

oleh peminjam. 

Salah satu contoh kasus pembatalan sertifikat hak milik yang telah dibebankan hak 

tanggungan yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31 K/TUN/2020, 

pembatalan tersebut terjadi berawal karena adanya gugatan dari Afifi Ahmad Taudjidi melawan 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 

dan Qalam Tedy Filianda, dalam kasus ini Afifi Ahmad Taudjidi merupakan pemilik tanah yang 

menjadi objek sengketa, penggugat memperoleh tanah tersebut melalui jual beli dengan Supardi 

bin Sandinama berdasarkan akte jual beli tertanggal 19 April 1983 Nomor: Ctc.031./04/1983. 

Notaris Chusu Nuduri Atmadiredja, S.H., PPAT Wilayah Kecamatan Tangerang, Ciputat dan 

Ciledug. Kemudian, PENGGUGAT mendaftarkan peralihan Hak atas sebidang tanah tersebut 

di Kantor Agraria Kabupaten Tangerang dan pada 20 Mei 1983, terbit Sertipikat Hak Milik 

Nomor : 344/ Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Gambar Situasi 

Nomor : 727 tanggal 7 September 1971, Luas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi), atas nama 

Afifi Ahmad milik (Penggugat). 

Bahwa, Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 344/ Desa Cipayung semula berada di 

wilayah Kantor Pertanahan/Agraria Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat kini berubah 

wilayah Yurisdiksinya menjadi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 

sehingga setelah terjadi pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Jawa Barat 

dan Provinsi Banten, maka Yurisdiksi yang menangani Pendaftaran Tanah Sertipikat Hak Milik 

Nomor : 344/ Desa Cipayung, atas nama Afifi Ahmad Luas 500 M2 (Lima Ratus Meter 

Persegi), tertanggal 20 Mei 1983, masuk wilayah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 

Provinsi Banten, namun pada saat akan dilakukan Plotting diatas tanah PENGGUGAT oleh 

Sdr. Arif, Staf Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 September 

2018, ternyata tanah pekarangan yang telah dibeli oleh PENGGUGAT telah terbit Sertipikat 

baru atas nama orang lain yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 3082/Desa Cipayung, Surat Ukur 

Nomor: 00185/Cipayung/2014 tanggal 05 Agustus 2014, Luas 500 Meter2 (Lima Ratus Meter 

Persegi), diterbitkan tanggal 05 Agustus 2014, dengan pemilik asal atas nama Muhamad Elief, 
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terletak di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Dengan 

demikian, telah terjadi Over Lapping / tumpang tindih Sertipikat diatas satu bidang tanah 

pekarangan. 

Dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 3082/Desa Cipayung dan telah 

dimatikan karena telah dipecah habis menjadi 3 (tiga) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 3594/ 

Desa Cipayung, atas nama Qalam Tedy Filianda, Sertipikat Hak Milik Nomor : 3595/ Desa 

Cipayung atas nama Rusman, Sarjana Ekonomi, saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan 

Nomor: 6648/2017, atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Sertipikat Hak Milik 

Nomor : 3596/ Desa Cipayung nama Rusman, Sarjana Ekonomi, saat ini sedang dibebani Hak 

Tanggungan Nomor: 4467/2017, atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;  

Akibat dari adanya tumpang tindih pada sertifikat hak milik maka Pengadilan Tata 

Usaha membatalkan Objek yang disengketakan, sehingga sertifikat yang sudah dibebankan hak 

tanggungan yang merupakan objek sengketa pun harus secara otomatis juga akan batal. 

2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31 K/Tun/2020 Terkait 

Dengan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Yang Sudah Dibebankan Hak Tanggungan 

Salah satu sengketa tanah berkaitan dengan pembatalan hak atas tanah yang 

diselesaikan melalui jalur peradilan khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pada 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 31 K/TUN/2020, yang mana dalam kasus ini 

dimenangkan oleh Afifi AHMAD TAUDJIDI (Penggugat) yang merupakan pemilik terdahulu 

Sertipikat Hak Milik Nomor : 344/ Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang 

Selatan, yang mana setelah dikemudian hari ternyata terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 3082/ 

Desa Cipayung atas nama Muhamad Elief yang kemudian SHM tersebut dimatikan kemudian 

dipecah menjadi 3 bagian, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 3594/ Desa Cipayung atas nama 

Qalam Tedy Filianda, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3595/ Desa Cipayung atas nama Rusman 

saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Nomor: 6648/2017, atas nama PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk; dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3596 / Desa Cipayung atas nama 

Rusman, saat ini sedang dibebani Hak Tanggungan Nomor: 4467/2017 atas nama PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; yang mana Sertpikat ketiga tersebut menjadi Objek Sengketa, 

sehingga majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Pembatalan terhadap 

Sertipikat  ketiga tersebut serta Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut dan Mencoret 

Dari Daftar Buku Tanah Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa. 

Tergugat yang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk 

selanjutnya harus mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan 

hukum tetap, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasinal Nomor 3 

Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 1 angka (12) menegaskan mengenai rumusan 

pembatalan hak atas tanah, yaitu Pembatalan keputusan mengenai suatu hak atas tanah karena 

keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (14) Peraturan 

Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, pengertian dari pembatalan hak atas tanah 
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yaitu, Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena 

keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, atau 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 

Dan Hak Pengelolaan, sudah diatur bagaimana Pembatalan Hak Atas Tanah Karena 

Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperolah Kekuatan Hukum Tetap yang 

terdapat pada Pasal 124 sampai dengan Pasal 133. 

Proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) dalam kaitan pembatalan sertipikat menurut Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, terdapat 2 (dua) cara untuk 

penyelesaian sengketa pertanahan yakni dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh BPN sebagai 

lembaga pemerintah dan juga dapat dilakukan melalui peradilan. Kemudian Berdasarkan Pasal 

66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan 

bahwa mengenai keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang hanya dapat dibatalkan 

apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan substansi, keputusan pembatalan tersebut 

hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat 

yang menetapkan keputusan, atas putusan pengadilan. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 juga 

merupakan Pembatalan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan 

Pengadilan. 

Jika dikaitkan dengan pendaftaran tanah kita menganut sistem publikasi negatif, 

apabila orang sebagai subyek hak namanya sudah terdaftar dalam buku tanah, haknya masih 

memungkinkan dibantah sepanjang bantahan-bantahan itu dapat memberikan alat-alat bukti 

yang cukup kuat. Pendaftaran hak diselenggarakan dengan daftar-daftar umum. Terdaftarnya 

seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang hak belum membuktikan orang itu sebagai 

pemegang hak. Dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut 

haknya kembali yang telah dialihkan tanpa pengetahuannya. 

Sehingga dalam hal ini Afifi Ahmad Taudjidi yang merupakan penggugat dibenarkan 

untuk melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan 

(Tergugat), PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat II Intevensi) dan Qalam Tedy 

Filianda (Tergugat II Intervensi 2), yang mana dalam kasus ini Afifi Ahmad Taudjidi adalah 

pihak yang dimenangkan didalam Putusan PTUN, namun dalam hal ini ada pihak yang 

dirugikan akibat pembatalan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 3595/ Desa Cipayung atas nama 

Rusman dan  Sertipikat Hak Milik Nomor: 3596 / Desa Cipayung atas nama Rusman, yang saat 

ini sudah dibebankan hak tanggungan di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang 

berkedudukan di Jln. Danau Sunter Utara Blok C2, No. 3 Sunter Agung, Jakarta Utara. 



 
 

 
 

 
 
 

4764 

 

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA 

https://jicnusantara.com/index.php/jiic  

Vol : 1 No: 9, November 2024                                       

E-ISSN : 3047-7824 

Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya 

disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” Sertifikat Hak Tanggungan 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel 

eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak 

tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Namun dikarenakan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Yang 

sudah dibebankan hak tanggungan, maka Bank yang merupakan kreditur pemegang hak 

jaminan harus kehilangan haknya terhadap objek hak tanggungan, yang mana bank tidak berhak 

lagi mengeksekusi objek hak tanggungan, sehingga bank dalam kasus ini tidak mendapat 

bagaimana kepastian hukum terhadap pembatalan hak tanggungan tersebut, yang mana dalam 

hal ini bank adalah pihak yang dirugikan apabila debitor cidera janji terhadap pelunasan 

hutangnya, yang seharusnya bank adalah kreditur Preference pada akhirnya menjadi kreditur 

yang tidak diutamakan lagi kedudukannya. 

Dasar Hukum kreditor preferen terdapat dalam Pasal 1132 jo. 1133 BW dimana 

kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki hak istimewa untuk didahulukan dari kreditor 

lainnya. Selain mendapat keistimewaan dalam hal pelunasannya, kreditor pemegang jaminan 

kebendaan memiliki hak eksekutorial terhadap obyek jaminan jika debitor cidera janji terhadap 

perjanjian utang piutang yang sebelumnya telah disepakati. Dimana hukum jaminan memberi 

hak istimewa kepada kreditor dari kreditor lainnya untuk mengeksekusi obyek jaminan 

sekalipun debitor dinyatakan pailit. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor 

pemegang hak kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk 

menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya untuk selanjutnya memperoleh 

pelunasan terlebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang 

dijaminkan kepadanya tersebut, sehingga hal ini menyebabkan bank tidak memiliki kepastian 

hukum terhadap objek jaminan yang sudah dibatalkan untuk pelunasan hutang. 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh 

atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu( 

Syahrani, Loc.Cit). Teori kepastian hukum merupakan menjadi pisau analisis maupun dasar teori 

bagi penulis yang mana dalam penelitian ini belum ada pengaturan khusus maupun aturan 

secara eksplisit yang dibuat oleh pejabat yang berwewenang untuk menjamin bagaimana 

kepastian terhadap langkah yang akan ditempuh perbankan selaku kreditur untuk mencegah 
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kerugian yang dialami perbankan akibat batalnya hak tanggungan, yang mana hak tanggungan 

merupakan dasar hukum bagi perbankan untuk mengeksekusi agunan apabila debitur tidak 

bertikad baik, maka dengan itu perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah bagi kreditur 

atau pemegang hak tanggungan yang sudah beritikad baik, sehingga ada jaminan hukum 

ataupun kepastian hukum yang didapatkan oleh kreditur sebagai pemegang hak tanggungan, 

dan dengan demikian krediturpun akan merasa aman dan memiliki kepastian hukum. 

3. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas 

Sertipikat Hak Milik Yang Telah Dibatalkan Oleh Pegadilan Tata Usaha Negara Dan 

Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Putusan Nomor 31 K/ Tun/2020) 

Perlindungan terhadap kepentingan Kreditur tanpa adanya Hak 

Tanggungan, maka kedudukan Kreditur yang semula memiliki hak preferen 

dengan Hak Tanggungan menjadi Kreditur konkuren. Kreditur konkuren tidak 

memiliki suatu jaminan khusus dari Debitur atas utang-piutang yang dibuatnya, 

sehingga atasnya berlaku ketentuan jaminan umum sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1131 KUH Perdata memberikan ketentuan pengamanan kredit yang dapat diupayakan 

oleh kreditor atas pembatalan hak tanggungan tersebut, yakni dengan mengembalikan pada 

jaminan umum. Pasal 1131 memuat ketentuan, bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak 

bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk 

perikatan-perikatan perorangan debitor itu.” 

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan 

perlindungan hukum yang represif, dengan dibatalkan dan dicoretnya sertifikat hak tanggungan 

sebagai jaminan kredit oleh Badan Pertanahan berdasarkan putusan pengadilan, tentu saja 

upaya hukum yang dilakukan bank dengan melayangkan gugatan wanprestasi terhadap debitor 

diharapkan dapat memperoleh kejelasan atas pelunasan piutangnya. Namun, pelunasan dengan 

jaminan umum tidak diperoleh begitu saja oleh kreditor, demi memperoleh pelunasan dari 

jaminan umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1131, bank harus melakukan suatu Gugatan 

Tambahan Penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR ke Pengadilan Negeri yang 

sebelumnya di dahului dengan gugatan pokok perkara wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud 

dalam hal ini adalah pelunasan atas piutang kreditor oleh debitor, di mana debitor tidak dapat 

memenuhi pelunasan hutangnya. Di mana sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitor, 

yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh 

selama kepailitan( Anisah, 2008). Pasal 1243 BW juga menentukan : “Penggantian biaya, rugi, 

dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si 

berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang 

waktu yang telah dilampaukannya”. 

Menurut Moch. Isnaeni, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugat ke pengadilan 

bersamaan dengan permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta pihak yang melakukan 

wanprestasi. Berdarkan gugatan tersebut apabila diputuskan bahwa pihak yang wanprestasi 
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terbukti bersalah maka wajib untuk memenuhi isi putusan hakim yang sudah in kracht yakni 

membayar ganti rugi( Isnaeni, 2016). 

Sehingga dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan PT.Bank Rakyat Indonesia 

(persero) Tbk adalah melalui jalur non litigasi berupa jalur mediasi yang dalam hal ini BPN 

juga dapat dimintai untuk memfasilitasi sebagai pihak penengah apabila debitor sulit dalam 

pembayaran hutang dan jalur litigasi apabila debitor sudah tidak beritikad baik lagi dalam 

melakukan pembayaran, baik dikarenakan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. 

Dengan adanya perlindungan terhadap kreditur, dalam kasus Putusan Nomor 31 

K/TUN/2020, juga perlu dibahas mengenai perlindungan terhadap debitur, yang mana dalam 

kasus ini debitur merupakan pembeli yang beritikad baik. Pembeli Beritikad Baik adalah orang 

yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu( Putro Dkk, 

2016). Pemaknaan itikad baik di dalam literatur kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori, 

yakni itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif, meskipun dalam hal pembeli beritikad baik 

ini literatur di Indonesia hanya mengacu pada pengertian subyektifnya saja. Itikad baik 

subyektif diartikan sebagai kejujuran pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat cela dalam 

peralihan hak; Sedangkan itikad baik obyektif diartikan sebagai kepatutan, di mana tindakan 

seseorang (misalnya Pembeli) juga harus sesuai dengan pandangan umum masyarakat. Pasal 

531 KUH Perdata menyatakan: “Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit 

memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di 

dalamnya.” Sementara Pasal 532 KUH Perdata menyatakan: “Besit dalam itikad buruk terjadi 

bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila 

Bemegang Besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap 

beritikad buruk sejak perkara diajukan( Ibid, hlm. 17).” 

Selanjutnya, PP No. 24/1997 menyebut istilah itikad baik dalam hubungannya dengan 

penguasaan fisik atas tanah (Pasal 24) dan pemegang sertifikat hak atas tanah (Pasal 32). Pasal 

24 ayat (2) huruf a menyatakan: “penguasaan [atas tanah, red.] tersebut dilakukan dengan itikad 

baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat 

oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”, sedangkan Pasal 32 ayat (2) menyebut: “Dalam 

hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan 

hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, 

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu 

telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor 

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”( Ibid, hlm. 18). 

Pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama fakta 

material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya 

sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah. Jika pembeli mengetahui atau dapat 

dianggap seharusnya telah mengetahui cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah 
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(misalnya ketidaksewenangan penjual), namun ia tetap meneruskan jual beli, maka pembeli 

tidak dapat dianggap beritikad baik( Ibid, hlm. 19). 

Asumsi dari pembuat undang-undang dan juga menurut pendapat-pendapat yang 

berkembang di dalam literatur, keabsahan jual beli dapat dipastikan dengan adanya peran PPAT 

dan mekanisme pendaftaran tanah yang dipersyaratkan. Pasal 39 dan Pasal 45 PP No. 24/1997 

mengatur bahwa PPAT dan (kemudian) Kepala Kantor Pertanahan (KKP) harus memeriksa 

atau memastikan terpenuhinya hal-hal berikut: (1) untuk tanah yang telah terdaftar atau hak 

milik atas satuan rumah susun, maka harus disampaikan sertifikat asli hak dengan nama yang 

sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan; (2) untuk tanah tak terdaftar, harus 

diajukan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh PP; (3) kecakapan/kewenangan (para) pihak 

yang melakukan perbuatan hukum terkait; (4) dipenuhinya izin-izin dari pejabat atau instansi 

yang berwenang, jika itu diperlukan; (5) obyek tersebut bebas sengketa; dan (6) tidak terdapat 

pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan. Sehingga, kewajiban pembeli untuk 

memeriksa keabsahan jual beli sepertinya telah ditanggung oleh PPAT dan KKP. 

Pembeli bernama Rusman dalam kasus ini yang merupakan debitur juga sudah 

sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan pembeli dalam memperoleh 

sertifikat hak miliknya melalui jual beli, Dengan demikian, terjadinya peralihan hukum atas hak 

tanah dari atas nama Sertipikat Muhamad Elief kepada Tergugat II Intervensi 2 dan dari atas 

nama Sertipikat Muhamad Elief kepada 2 (dua) Sertipikat atas nama RUSMAN adalah telah 

benar menurut hukum dan telah sesuai yang diatur dalam Pasal 94 Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permenag 3/1997") 

yaitu, dokumen alat bukti tertulis dapat berupa bukti peralihan hak karena Jual-Beli, tukar 

menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. 

Dengan adanya perlindungan terhadap sertifikat hak milik debitur maka hal ini juga 

sejalan dengan perlindungan kreditur yang mana sertifikat hak milik dengan kepemilikan atas 

nama Rusman yang saat ini telah dibebankan hak tanggungan memiliki kepastian hukum juga 

apabila ada perlindungan terhadap debitur sudah tercapai. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Sertifikat Hak Milik yang telah dibebankan Hak Tanggungan dapat dibatalkan oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara dikarenakan cacat administratif yaitu karena adanya tumpang tindih tanah 

pada objek yang sama, salah satu contoh sertifikat hak milik yang sudah dipasangkan hak 

tanggungan yang dibatalkan adalah berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Nomor: 31 K/TUN/2020 dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga hak tanggungan yang 

sudah terpasang tidak berkekuatan hukum lagi, dikarenakan dengan adanya pembatalan 

sertipikat hak milik maka otomatis hak tanggungan pada objek tersebut juga batal atau hapus. 
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2.  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31 K/TUN/2020 yang telah inkracht dalam 

amar putusannya, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebagai tergugat harus 

melaksanakakan amar berupa mencabut dan mencoret dari daftar bukut tanah objek yang 

disengketakan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 3594/ Desa Cipayung atas nama Qalam Tedy 

Filianda, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3595/ Desa Cipayung atas nama Rusman, dan Sertipikat 

Hak Milik Nomor: 3596/ Desa Cipayung atas nama Rusman, sedangkan pihak yang dirugikan 

dalam putusan tersebut dalam hal ini pemberi hak tanggungan (pemilik objek hak tanggungan 

dan debitur) sebagai pembeli yang beritikad baik, serta penerima hak tanggungan dan yang 

merupakan pemegang hak tanggungan yaitu, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 

(kreditur) dapat menempuh melalui  jalur litigasi ataupun non litigasi dikarenakan hapusnya 

hak tanggungan tersebut, hal ini juga berfungsi bagi kepentingan pemegang hak tanggungan 

untuk memperoleh jaminan ataupun pelunasan terhadap hutang apabila debitur cidera janji. 

3. Perlindungan terhadap kreditur terhadap pembatalan sertifikat hak tanggungan yang sudah 

dibebankan hak tanggungan yaitu berupa perlindungan Preventif dan Represif yang mana 

perlindungan prefentif berupa pencegahan agar bank selaku kreditur tidak mengalami kerugian 

maka bank harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya dan juga 

dapat menambahkan didalam klausula perjanjiannya untuk penggantian jaminan atau agunan 

apabila objek yang dijadikan sebagai hak tanggungan hapus dikarenakan hak tanggungan 

merupakan perjanjian (accessoir), dan langkah represif apabila debitor melakukan cidera janji 

atau wanprestasi terhadap janji hutang piutangnya, bank juga dapat melakukan gugatan perdata 

atas hutang debitur kepada kreditur (bank) sebagaimana yang diatur didalam pasal 1131 

KUHPerdata ataupun menempuh jalur perdamaian melalui non litigasi. 

Saran 

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga yang diberikan wewenang dalam 

menerbitkan Sertifikat Hak Milik dan Hak Tanggungan, harus lebih teliti agar tidak terjadi 

tumpang tindih pada Sertifikat Hak Milik yang berakibat pada batalnya Sertifikat Hak Milik 

beserta dengan pembatalan Hak Tanggungan. 

2. Pemerintah Harus memberikan perhatian khusus berupa kepastian hukum dengan adanya 

regulasi ataupun payung hukum yang pasti terhadap perlindungan kepentingan kreditur yang 

dirugikan terhadap pembatalan sertifikat hak milik yang sudah dibebankan hak tanggungan, 

agar Bank juga dapat memperoleh pergantian terhadap objek jaminan yang telah dibatalkan 

dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. 

3. Agar Kreditur dalam membuat perjanjian hutang piutang yaitu berupa penambahan klausula 

pada perjanjian berupa penggantian atau penambahan objek jaminan apabila objek jaminan 

tersebut batal atau musnah. 
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